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KATA PENGANTAR

Istilah ekstradisi pada masa belakangan ini su-
dah mulai dikenal di kalangan masyarakat Indonesia,
getidak-tidaknya dikalangan para ahli hukum kita.
Akan tetapi, ekstradisi sebagai suatu lembaga hu-
kum,masih belum banyak diketahui isi dan ruang ling
kupnya. Namun demikian, istilah ekstradisi yang di-
kalangan masyarakat luas diidentikkan dengan penye-—
rahan pelaku kejahatan yang melarikan diri ke suatu
negara kepada negara yang memintanya, boleh dikata-
kan sudah umum dikenal. Hal ini terutama disebab-
kan, oleh karena Indonesia telah beberapa kali meng
adakan perjanjian ekstradisi dengan negara - negara
tetangga, seperti dengan Malaysia pada tahun 1974,
dengan Pilipina pada tahun 1976 dan dengan Thailand
pada tahun 1978 serta ada kemungkinan pula disusul
dengan perjanjian ekstradisi dengan negara - negara
lain di dunia. Lebih-lebih lagi dengan berhasilnya
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat R.I., R.U.U.
Ekstradisi menjadi undang-undang ekstradisi yang te
1ah diundangkan pada tanggal 18 Januari 1979 (Un-
dang-undang Nomer 1 tahun 1979). Undang-undang ini
adalah merupakan undang-undang ektradisi nasional
yang menggantikan Stb. Nomer 188 tahun 1883 sebagai
_undang-undang sisa peninggalan jaman kolonial Belan
da. Di samping itu pula, kasus-kasus tentang ekstra
disi tampak semakin sering muncul dalam pergaulan
internasional, dan mendapat tempat yang cukup di da
lam surat—surat kabar dan media massa lainnya.

Adanya perjanjian-perjanjian dan perundang-un-
dangan tentang ekstradisi serta terlibatnya dua ne-
gara atau lebih dalam suatu kasus ekstradisi, menun
jukkan bahwa ekstradisi dapat dipandang sebagai ba-
gian hukum internasional dan juga sebagai bagian hu
kum nasional. Oleh karena itu pembahasan dalam buku
ini, dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama, mem



bahas ekstradisi sebagai bagian dari hukum interna
sional sedangkan pada bagian kedua, ekstradisi di
bahas sebagai bagian dari hukum nasional khususny
hukum nasional Indonesia. Dalam pembahasan pada ba
glan pertama, dipergunakan pelbagai literatur yang
hampir keseluruhannya berasal dari buku-buku kary
para sarjana Barat (Eropa, Amerika dan Australia):
Sedikit sekali dijumpai tulisan-tulisan mengenai
ekstradisi yang berasal dari para sarjana Indone-
sia. Oleh sebab itu tidaklah mengherankan bahwa ji
ka dalam buku ini terdapat banyak kutipan-kutipan
dari para sarjana Barat tersebut, Patut pula dike-
mukakan secara”khusus'disini, seorang sarjana hu-
kum Australia bernama Ivan Anthony Shearer yang bu
kunya berjudul "Extradition in International Law"
yang merupakan buku pegangan utama bagi penulis di
dalam menyusun buku ini, walaupun penulis tidak se
penuhnya bisa menerima pendapat-pendapatnya.
Selain daripada itu, juga dipergunakan sebagai ba-
han seperti perjanjian-perjanjian ekstradisi yang
telah diadakan oleh Indonesia\dengan negara-negara
tetangga dan perjanjian ekstradisi negara - negara
lain serta dilengkapi pula dengan pelbagai = kasus
ekstradisi.

Untuk bagian kedua, yaitu ekstradisi dalam hu
kum nasional Indonesia, pembahasannya lebih dite-
kankan pada materi Undang-Undang Nomer 1 tahun 1979
tentang ekstradisi. Urutan atau sistematika pemba-
hasannyapun disesuaikan dengan urutan atau sistema
tika undang-undang tersebut. Boleh dikatakan,urai-
an atau pembahasan dalam bagian kedua ini lebih me
rupakan uraian atau pembahasan yvang bersifat prak-
tis daripada uraian ilmiah. Dia lebih tampak seba-
gali tafsiran dan komentar pasal  demi pasal dari un
dang-undang tersebut. Dengan memahami teori-teori
dan asas-asas ekstradisi seperti yang terdapat pa-
da bagian pertama, maka pemahaman atas bagian ke-
dua ini akan lebih mudah dapat dilakukan.
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~ ASAL MULA, PENGERTIAN DAN RUANG

a8 LINGKUP EKSTRADISI
fRR
";%él mula dan perkembangan ekstradisi.

e e 6

:ﬁﬁlpara penulis sejarah hukum internasional menge
‘,ué;gan bahwa sebuah perjanjian yang tertua dimana
'gﬂﬁya-juga mengenal masalah penyerahan penjahat pe
ﬁagﬁan,adalah Perjanjian Perdamaian antara Raja Ra-
neses II dari Mesir dengan Hattusili TII dari Kheta
-aﬁg”dibuat pada tahun 1279 S.M. Kedua pihak menya-
t akan saling berjanji akan menyerahkan pelaku keja-
hatan yang melarikan diri atau yang diketemukan di
dalam wilayah pihak Jrasiiti )

55'Tétapi perjanjian semacam ini tentulah tidak
aefuﬁékan‘perjanjian ekstradisi yang berdiri sendi-
¥i seperti halnya yang kita kenal sekarang ini. Me-
Qainkan soal ekstradisi ini hanyalah merupakan sa-
.Wﬁﬂgtu bagian kecil saja dari keseluruhan materi;
erjéﬁjian. Biasanya perjanjian ini merupakan per-
_ahjiéh perdamaian untuk menjalin hubungan bersaha-
bat éﬁtara pihak-pihak atau perjanjian perdamaian
untuk mengakhiri peperangan. :

. Namun demikian, praktek negara-negara dalam me
lakukan penyerahan penjahat pelarian tidaklah sema-
ta-mata tergantung pada adanya perjanjian tersebut.

A

I).ﬂrthur Nussbaum; A Concise History of the Law of
‘Nations, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia
‘oleh Sam Suhaedi Admawirya: Sejarah Hukum Inter-
' nasional, Jilid I, Cetakan I, Binacipta,Bandung,
1969, halaman 3.




Kemungkinan besar jauh sebelumnya terdapat nega
negara yang saling menyerahkan penjahat pelarig
meskipun antara kedua pihak belum membuat perjan’

memudahkan dan mempercepat penyerahan penjahat pe
larian, sebaliknya jika hubungan antara dua nega
ra saling bermusuhan, dapat dipastikan amat suka
untuk saling menyerahkan penjahat pelarian. Bahka
masing-masing pihak akan membiarkan wilayahnya di
jadikan sebagai tempat pelarian dan mencari perl
dungan bagi penjahat-penjahat dari negara musuh
nya. Dengan demikian kesediaan menyerahkan penja
hat pelarian bukanlah didasarkan pada kesadara
bahwa orang yang bersangkutan patut diadili dan d
“hukum, Demikian pula memberikan perlindungan kepa
da seorang atau beberapa orang penjahat pelaria
bukan pula karena didorong oleh kesadaran bahwa o
rang yang bersangkutan patut untuk dilindungi.
Apabila hubungan kedua negara yang semula bersaha:
bat berubah menjadi permusuhan, maka kerjasama sa
ling menyerahkan penjahat pelarian, bisa beruba
menjadi saling melindungi penjahat pelarian. Demis
kian pula sebaliknya. Di samping itu pula praktek
praktek penyerahan penjahat pelarian belum didasal
kan atas keinginan untuk bekerja sama dalam mence:
gah dan memberantas kejahatan. Hal ini  mengingal
kehidupan masyarakat umat manusia pada jaman kun€
masih jauh lebih sederhana jika dibandingkan de
ngan masyarakat dalam masa selama tiga abad bela
kangan ini.

Setelah kehidupan menegara sudah mulai nam
pak agak lebih maju, terutama mulai abad ke 17,18,
19 sampai abad ke duapuluh ini dengan tumbuhnya né
‘gara-negara nasional, hubungan dan pergaulan inte
nasional pun mulai mencari dan menemukan bentuknyd
yang baru. Negara-negara dalam membuat perjanjian~
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.- +ian, sudah mulai mengadakan pengkhususan me
Perjaijbidang - bidang tertentu. Demikian juga bi-
ﬁgenaekstradiSi yang telah lama dikenal dalam prak
dang turut pula mencari bentuknya yaitu berbentuk
tgkfanjiaﬂ ekstradisi yang berdiri sendiri, tidak
peri perkaitan atau menjadi bagian dengan masalah-
;:galah lain yang lebih luas ruang’ lingkupnya.

Kemajuan-kemajuan dalam bidang ilmu pengetahu
an dan teknologi serta berkembangnya pemikiran-pe-
mikiran baru dalam bidang politik, ketatanegaraan,
dan kemanusiaan, turut pula memberikan warna ter-
sendiri pada ekstradisi ini. Ilmu pengetahuan dan
teknologi yang pada satu sisinya dapat meningkat -
kan kesejahteraan hidup umat manusia, pada sisi la
in menimbulkan pelbagai efek negatif, misalnya se-
perti timbulnya kejahatan baru dengan akibat yang
cukup besar dan luas. Tindakan kejahatan serta aki
pat-akibatnya tidak hanya menjadi urusan para kor-—
ban dan kelompok masyarakat sekitarnya saja, teta-
pi sering melibatkan negara-negara bahkan kadang-
kadang merupakan persoalan umat manusia. Sehingga
untuk pencegahan dan pemberantasannya, diperlukan
kerjasama antara negara. Misalnya, dengan menang -
kap si pelaku kejahatan yang melarikan diri. dan me
nyerahkannya kepada negara yang mempunyai yurisdik
si untuk mengadili dan menghukumnya, atas permin -
taan dari negara tersebut. Disinilah nampak bahwa
- ekstradisi berfungsi sebagai sarana ampuh untuk
memberantas kejahatan.

Pemikiran-pemikiran baru dalam bidang ketata
negaraan, politik dan kemanusiaan, mendorong sema-
kin diakui dan kukuhnya kedudukan individu sebagai
subyek hukum dengan segala hak dan kewajibannya.
Negara-negara di dalam membuat dan merumuskan per-—
janjian-perjanjian ekstradisi di samping memperha-
tikan aspek-aspek pemberantasan kejahatannya juga

_memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan dimana indi-



